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Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik pada Usaha Mikro Kecil Menengah Sutera di Sengkang 
 
Implementation Analyzes of Financial Accounting Standards for Entities 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengelola UMKM pengrajin 
sutera di Sengkang mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), mengetahui penerapannya, dan mengetahui 
kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif. Objek penelitian adalah UMKM pengrajin sutera di 
Sengkang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa informasi dan 
data yang diberikan pemilik UMKM, dan sumber data sekunder yang berasal dari 
website, dokumen-dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, 
penyajian data, dan kesimpulan. Berdasarkan penelitian dari dua belas UMKM 
pengrajin sutera diketahui bahwa hanya ada satu UMKM pengrajin sutera yang 
menerapkan SAK ETAP dan dua belas UMKM pengrajin sutera lainnya tidak 
menerapkan SAK ETAP. 
 
Kata kunci: implementasi, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Pubilk, Usaha Mikro Kecil Menengah 
This study aims to determine the perception of SME silk in Sengkang on 
Financial Accounting Standards Entities without Public Accountability (SAK 
ETAP), determine the application of SAK ETAP, and know the constraints faced 
in implementation of SAK ETAP. This research is using a qualitative approach. 
The object of research is SMEs craftsmen Silk in Sengkang. Sources of primary 
data in the form of information and data supplied by the SMEs, and secondary 
data sources are from websites, documents that support. Data collection 
techniques using triangulation techniques, namely by participant observation, 
interviews, and documentation. Data analytical technique with data reduction, 
data presentation, and conclusion. Based on the research of twelve SMEs silk 
craftsmen known that there is only one SME craftsmen who applied SAK ETAP 
and the rest do not. 
Keywords: Implementation, Financial Accounting Standards Entities without 
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1.1 Latar Belakang 
Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dewasa ini semakin penting 
dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Negara Koperasi 
dan UKM RI yang diterbitkan per juni 2013.Jumlah unit UMKM yang ada di 
Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 57.900.787 unit atau sekitar 21% dari jumlah 
penduduk Indonesia yang berarti setiap 1 dari 5 penduduk Indonesia mempunyai 
unit UMKM. Disamping sebagai penyumbang unit usaha terbesar kehadiran UMKM 
juga menjadi penyumbang dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2013 
tenaga kerja yang diserap oleh UMKM mencapai angka 114.144.082 orang atau 
sekita 30% dari jumlah penduduk Indonesia 
Sektor UMKM selain berkontribusi pada jumlah usaha dan penyerapan 
tenaga kerja, juga berkontribusi dalam pengembangan daerah seperti mendorong 
perekonomian daerah, peningkatan sumber daya manusia, inovasi dan pengenalan 
potensi daerah. Keberadaan sektor UMKM harus mendapat perhatian lebih dari 
pemerintah terlebih untuk menyongsong kehidupan Masyarakat Ekonomi Asean 
mendatang. Osa di dalam Rudiantoro dan Sylvia, (2010) pencapaian yang besar dari 
UMKM sering terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha serta 
masalah pemasaran produk kepada masyarakat.  
Pada dasarnya UMKM memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan 
kredit sebagai suntikan modal.Mengingat saat ini banyak program pembiayaan bagi 





program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha 
Rakyat (KUR). Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan 
yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala akses 
terhadap perbankan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan. Hal tersebut tidak 
sesuai dengan praktek realisasinya yang jauh dari target Rp 20 triliun yakni hanya 
sebesar Rp 14,8 triliun. 
Baas dan Schrootendalam  Mujiyana (2012) juga menyebutkan bahwa salah 
satu teknik pemberian kredit yang paling banyak digunakan adalah financial 
stastement lending yang mendasarkan pemberian kreditnya atas informasi 
keuangan dari debiturnya. Apabila dilihat dari sisi lain hal tersebut menjadi kendala 
tersendiri, sebab UMKM ternyata tidak mampu menyediakan informasi yang 
diperlukan oleh pihak kreditur. 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Indonesia 
belum menyelenggarakan pelaporan keuangan secara memadai  terlebih sesuai 
standar akuntansi yang berlaku umum, misalnya yang dilakukan oleh Kristanto  
(2011), pada industri rotan di Desa Trangasan Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo, Widya (2012)pada pedagang UMKM batik  di SoloMuchid(2015) pada 
pengusaha meubel  di Banyuwangi menunjukkan bahwa pada umumnya para 
pelaku UMKM belum menyelenggarakan pembukuan secara baik, sehingga laporan 
keuangan yang dihasilkanpun kurang memadai. 
Permasalahanmengenai pembukuan seharusnya tidaklagimuncul setelah 
diterbitkannya standar akuntansi khusus bagi sektor usaha kecil dan menengah 
yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilias Publik 





disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Dalam beberapa hal SAK ETAP 
memberikan banyak kemudahan bagi UMKM dibandingkan dengan PSAK dengan 
ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat 
dilihat dari ketebalan SAK ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan 
menyajikan 182 halaman dan 30 Bab. 
SAK ETAP ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Sesuai amanah 
SAK ETAP Bab 1 paragraf 1: 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas 
publik signifikan, dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general 
purpose financial statement) bagi pengguna external seperti Pengelolaan Usaha, 
Kreditur, dan Lembaga Pemberi Kredit.  
Penulis tertarik mengambil responden UMKM pengrajin sutera karena 
penulis menilai bahwa sutera adalah salah satu aset Bangsa Indonesia yang harus 
dijaga kelestariannya sebagai cagar budaya. Pelestarian sutera saya tuangkan 
dalam penelitian ini. Penulis ingin mengetahui tentang sistem pencatatan keuangan 
yang dilakukan pihak UMKM pengrajin suteraSengkang, karena dengan mengetahui 
pencatatan yang dilakukan, maka dapat diprediksi kelangsungan usaha sutera dan 
prospek UMKM berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan. Melihat dari sisi lain 
usaha pemerintah mendukung pengusaha Sektor UMKM dengan menerbitkan 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik maka penulis 
mengambil judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 









Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan 
masalah yang didapat adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana pemahaman pengelola UMKM pengrajin suteraSengkangmengenai 
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 
ETAP)? 
2. Bagaimana penerapan SAK ETAP pada UMKM pengrajin suteradi Sengkang?  
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK ETAP pada 
UMKM pengrajin suteraSengkang? 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah adalah 
sebagai berikut. 
1. untuk mengetahui pemahaman pengelola UMKM pengrajin sutera mengenai 
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 
ETAP. 
2. untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada UMKM pengrajin sutera. 
3. untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi UMKM pengrajin 
suteradalam penerapan SAKETAP. 
 
1.3 Kegunaan Penelitian  
1.3.1 Kegunaan Teoretis  
a. Sebagai tambahan khasanah keilmuan khususnya di bidang Akuntansi 
Keuangan. 





c. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama 
penelitian di bidang akuntansi dan penerapan SAK ETAP. 
1.3.2 Kegunaan Praktis 
a. Bagi  Peneliti 
Kelak penelitian ini dijadikan sarana pembelajaran bagi peneliti untuk 
terjun langsung ke lapangan & mengetahui kesesuaian antara teori-teori 
yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi. 
b. Bagi Lembaga Pendidikan  
Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam kajian materi 
perkuliahan yang terkait dengan SAK ETAP dan UMKM. 
c. Bagi Pihak UMKM  
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan mengenai 
penerapan SAK ETAP untuk kelangsungan bisnis mereka. 
d. Bagi Institusi Pemerintahan 




1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi 
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddinsebagai berikut. 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan    





 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi mengenai tinjauan teori, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
 BAB III  : METODE PENELITIAN 
Berisi mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti 
tempat dan waktu, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan datadan analisis data. 
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berisi mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis, dan 
pembahasan. 
 BAB V  : PENUTUP 








2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 pada Bab 1, pasal 1 dijelaskan 
bahwa yang dimaksud Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu: 
a. usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini,  
b. usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.  
c. usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 
atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  
d. usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 
usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 
besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau 
swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 
ekonomi di Indonesia. 
 
Prinsip pemberdayaan   Usaha   Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: 
a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, 
b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 
berkeadilan, 
c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar 
sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, kecil, dan Menengah,  





e) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 
secara terpadu (UU No.  20 Tahun 2008, Bab 3, pasal 4).  
Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah, diantaranya:  
a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan,  
b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,  
c) meningkatkan  peran  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah dalam 
pembangunan  daerah,  penciptaan  lapangan  kerja,pemerataan 
pendapatan,    pertumbuhan    ekonomi,    dan pengentasan rakyat 
dari kemiskinan (UU No.  20 Tahun 2008,Bab 3, pasal 5).  
Kriteria Usaha   Mikro,   Kecil,   dan   Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 
2008, Bab 4, pasal 6, yaitu: 
1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 
a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha, atau 
b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- 
2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  
a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan paling 
banyak Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 
atau 
b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan 
paling banyak Rp 2.500.000.000,- 
3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:  
a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan paling 
banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha, atau 
b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai 
dengan paling banyak Rp 50.000.000,- 
4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf 
a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai 
dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. 
 
2.1.2 Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
Menurut kamus bahasa Inggris Webster (1977) dalam Harisah dan 





kegiatan merasakan atau kemampuan untukmerasakan, memahami jiwa dari 
objek-objek, kualitas dan lain-lain melalui pemaknaan rasa, kesadaran, 
perbandingan; pengetahuan yang dalam, intuisi ataupun kemampuan panca 
indera dalam memahami sesuatu; pengertian, pengetahuan dan lain-lain yang 
diterima dengan cara merasakan, atau ide khusus, konsep, kesan dan lain-lain 
yang terbentuk.  
Persepsi menurut Jalaludin (1998) dalam Dono Sunardi (2011) adalah 
pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 
dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.  
Menurut Schiffman dan Kanuk (2010) dalam Rudiantoro dan Siregar 
(2011), persepsi merupakan suatu proses dari individu dalam memilih, 
mengelola, dan menginterpretasikan suatu rangsangan yang diterimanya ke 
dalam suatu penilaian terkait apa yang ada di sekitarnya. Jadi persepsi 
merupakan suatu titik awal bagi sesorang untuk melakukan sesuatu hal, 
termasuk dalam membuat pembukuan dan pelaporan keuangan. 
 
2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
Indonesia telah memiliki sendiri standar akuntansi yang berlaku umum. 
Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia disusun 
dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).IAI sendiri adalah organisasi 
profesi akuntan yang didirikan pada tahun 1957, selain mewadahi para akuntan 
IAI juga memiliki peran yang lebih besar dalam dunia akuntansi di 
Indonesia.Peran tersebut adalah peran dalam rangka penyusunan standar 
akuntansi..Standar akuntansi tersebut merupakan seperangkat standar yang 






Pada dasarnya SAK yang dijadikan pedoman dalam penyajian laporan 
keuangan mengatur dua hal, yaitu standar pengukuran dan standar 
pengungkapan.Standar pengukuran mengatur tentang bagaimana mengukur 
transaksi yang terjadi. Standar pengungkapan mengatur tentang apa dan 
bagaimana suatu kejadian, transaksi, maupun informasi keuangan harus 
diungkapkan supaya tidak menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan. 
 
2.1.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
(SAK ETAP)  
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 
ETAP) yang diterbitkan oleh IAI pada Bab 1, paragraf 1 menjelaskan bahwa 
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 
ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.  Entitas 
tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:  
1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan 
2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (generalpurpose 
financial statement) bagi pengguna eksternal.  Contohpengguna 
eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam 
pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.  
Selanjutnya dalam SAK ETAP Bab 1 paragraf 2, disebutkanbahwa entitas 
memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 
 
1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses 
pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau 
regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau  
2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 
besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau 






Bab 1 paragraf 3 dalam SAK ETAP disebutkan bahwa Entitas yang memiliki 
akuntabilitas publik signifikan dapatmenggunakan SAK ETAP jika otoritas yang 
berwenang membuat regulasi untuk mengizinkan penggunaan SAK ETAP. 
Misalkan  Bank Perkreditan Rakyat yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia 
menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 
11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.  Apabila perusahaan memakai SAK 
ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga 
akan mengacu kepada SAK ETAP. 
 
2.1.5 Laporan Keuangan & Tujuannya 
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK (2011, Bab I No 07), 
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 
kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan 
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 
pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 
dipercayakan kepada mereka.  
Fungsi laporan keuangan tidak lagi hanya sebatas pengujian saja, tetapi 
dapat juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi 
keuangan perusahaan. Kondisi keuangan suatu perusahaan serta pencapaianya 
dapat tercermin dalam sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai 
output dari hasil akhirproses akuntansi dibuat sebagai penyedia informasi 
keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak 
berkepentingan baik pihak internal maupun external untuk membuat keputusan 





pertanggungjawaban atau Accountability sekaligus menggambarkan indikator 
kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya (Harahap , 2008) 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 
ETAP) Bab 2 paragraf 1 menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 
menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas 
suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 
pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat 
meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi 
tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan jugamenunjukkan 
apayang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban 
manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 
 
2.1.6 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 
Bab 3 paragraf 1 SAK ETAP menjelaskan bahwa penyajian wajar dari 
laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP, dan pengertian 
laporan keuangan yang lengkap apabila: 
A. Penyajian Wajar 
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, 
kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar 
mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan 
kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, 
kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam SAK ETAP Bab 
2 tentang konsep dan prinsip pervasif.  Penerapan SAK ETAP, dengan 
pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan 
keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus 





persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai 
untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi 
lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas (SAK ETAP, Bab 
3, paragraf 2).  
B. Kepatuhan terhadap SAK ETAP 
Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus 
membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and 
unserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan 
keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK 
ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP (SAK 
ETAP, Bab 3, paragraf 3).  
C. Kelangsungan Usaha 
Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang 
menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas 
melanjutkan kelangsungan usaha.Entitas mempunyai kelangsungan usaha 
yang dimaksud kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas 
tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif 
realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut.Dalam membuat penilaian 
kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian 
yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan 
keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan 
usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut.Ketika 
entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi 
kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama 





tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha (SAK ETAP, Bab 3, 
paragraf 4).  
D. Frekuensi Pelaporan 
Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk 
informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode 
pelaporan entitas berubah dan pelaporan keuangan tahunan telah disajikan 
untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka 
entitas mengungkapkan: 
a) fakta tersebut  
b) alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek, 
dan, 
c) fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan 
perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus 
kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak 
dapat seluruhnya dapat diperbandingkan (SAK ETAP, Bab 3, 
paragraf 5).  
E. Penyajian yang Konsisten 
Penyajiandan klasifikasi pos-pos dalam laporankeuangan antar 
periode harus konsisten kecuali: 
a) Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas 
atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan 
menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan 
dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK ETAP Bab 9 
tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan, atau b). 
SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian 





b) Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan 
keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah 
komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis.  Entitas harus 
mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif 
direklasifikasi: 
a) sifat reklasifikasi,  
b) jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang 
direklasifikasi, dan  
c) alasan reklasifikasi (SAK ETAP, Bab 3, paragraf 7). Jika  
reklasifikasi  jumlah  komparatif  tidak  praktis,maka entitas 
harus mengungkapkan: 
i. alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan, dan  
ii. sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif 
direklasifikasi (SAK ETAP, Bab 3, paragraf 8).  
F. Informasi Komparatif 
Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode 
sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi 
dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan).  Entitas 
memasukkan informasi komparatifuntuk informasi naratif dan deskriptif jika 
relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan (SAK ETAP, 
Bab 3, paragraf 9).  
G. Materialitas dan Agregasi 
Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan 
sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki 
sifat atau fungsi yang sejenis (SAK ETAP, Bab 3, paragraf 10). Kelalaian 





material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat 
mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan 
ekonomi.Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu 
(SAK ETAP, Bab 3, paragraf 11).  
H. Laporan Keuangan Lengkap 
Laporan keuangan entitas meliputi: 
i. Neraca  
ii. Laporan laba rugi  
iii. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:  
(a) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau 
(b) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari 
transaksi dengan pemilik dalam kepastiannya 
sebagai pemilik. 
iv. Laporan arus kas, dan 
v. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan 
kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi 
penjelasan lainnya (SAK ETAP, Bab 3, paragraf 12).  
Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang 
muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi 
kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi 
selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat 
menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti 
laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas (SAK ETAP, Bab 
3, paragraf 13) 
Bab 3 paragraf 9 mensyaratkan jumlah komparatif 





dilaporkan dalam laporan keuangan (apakah pada laporan 
keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan), suatu 
laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus 
menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan 
yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait 
(SAK ETAP, Bab 3, paragraf 14).  
Suatu laporan keuangan lengkap, suatu entitas menyajikan 
setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang sama (SAK 
ETAP, Bab 3, paragraf 15). 
I. Identifikasi Laporan Keuangan 
Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen 
laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika 
laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka 
laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan 
tersebut.  Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, 
bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan: 
a) nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak 
laporanperiode terakhir,  
b) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana 
yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan,  
c) mata uang pelaporan, seperti didefinisikan dalam Bab 25Mata Uang 
Pelaporan  
d) pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan 
keuangan.  






a) Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang 
terdaftar. 
b) Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya (SAK ETAP, Bab3, 
paragraph17). 
 
2.1.7 Komponen Laporan Keuangan 
Berdasarkan SAK ETAP pada Bab 3, paragraf 12 disebutkanbahwa 
komponen laporan keuangan entitas meliputi: 
a. Neraca 
Neraca menyajian aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas suatu entitas 
pada suatu tanggal tertentu, yakni pada akhir periode pelaporan (SAK 
ETAP, Bab 4, paragraf1). Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 
a) kas dan setara kas, 
b) piutang usaha dan piutang lainnya, 
c) persediaan,  
(a) properti investasi 
(b) aset tetap,  
(c) aset tidak berwujud,  
(d) utang usaha dan utang lainnya,  
(e) aset dan kewajiban pajak,  
(f) kewajiban diestimasi,  
(g) ekuitas (SAK ETAP, Bab 4, paragaraf 2).  
Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca 
jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap 





menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan (SAK 
ETAP, Bab 4, paragraph4).  
b. Laporan Laba Rugi 
Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu 
periode. Pada SAK ETAP Bab 5, paragraf 2 menjelaskan bahwa laporan 
laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui 
dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain.  SAK ETAP 
mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan 
dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian 
terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi 
dalam periode terjadinya perubahan.Informasi yang disajikan dalam 
laporan laba rugi dijelaskan pada SAK ETAP Bab 5, paragraf 3, 4, 5.  
Berdasarkan SAK ETAP Bab 5 paragraf 3 menyebutkan bahwa laporan 
laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 
a) pendapatan,  
b) beban keuangan,  
c) bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode 
ekuitas,  
d) beban pajak,  
e) laba atau rugi neto,  
Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada 
laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami 
kinerja keuangan entitas (SAK ETAP, Bab 5, paragraf 4).  Entitas 
tidak boleh menyajikan atau mengungkapkanpos pendapatan dan 





maupun dalam catatan  atas laporan keuangan(SAK ETAP, Bab 5, 
paragraf 5).  
c. Laporan Perubahan Ekuitas  
Pada SAK ETAP Bab 6 mengatur persyaratan untuk penyajian 
perubahan dalam ekuitas entitas selama suatu periode, baik dalam 
laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba. 
Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas disajikan dalam 
SAK ETAP, Bab 6, paragraf 3, yaitu:  
a) laba atau rugi untuk periode,  
b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas,  
c) untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan 
akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai SAK ETAP 
Bab 9 tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan, 
d) untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah 
tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah 
perubahan yang berasal dari:  
i. laba atau rugi,  
ii. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas,  
iii. jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik 
ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, 
transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya 
ke pemilik ekuitas, dan  
iv. perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak 
mengakibatkan kehilangan pengendalian.  
Informasi yang disajikan di laporan laba rugi dan saldo laba dapat 





berikutsebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 
laporan laba rugi: 
(a) saldo laba pada awal periode pelaporan,  
(b) dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama 
periode, 
(c) penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode 
lalu,penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan 
akuntansi, dan  
(d) saldo laba pada akhir periode pelaporan.  
d. Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas 
dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan 
yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan 
pendanaan. 
Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang 
dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk 
tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya 
diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo 
dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan 
bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan 
pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, 
maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas (SAK 
ETAP, Bab 7, paragraf 2).  
Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas 





aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan (SAK ETAP, Bab 7, paragraf 
3).  Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas, diantaranya: 
a) Aktivitas Operasi  
Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas 
penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas 
tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan 
kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi.  Contoh 
arus kas dari aktivitas operasi adalah: 
i. penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa,  
ii. penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan 
lain,  
iii. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa,  
iv. pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan,  
v. pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika 
dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 
aktivitas pendanaan dan investasi,  
vi. penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, 
dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, 
yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk 
dijual kembali,  
vii. beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat 
menimbulkan keuntungan atau kerugian yangdimaksudkan 
dalam perhitungan laba atau rugi.  Tetapi, arus kas yang 
menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari 
aktivitas investasi (SAK ETAP, Bab 7, paragraf 4).  





Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran 
kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 
menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.  Contoh 
arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: 
i. pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk 
aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud, dan 
aset jangka panjang lainnya,  
ii. penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak 
berwujud, dan aset jangka panjang lainnya,  
iii. pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek 
utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain 
pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas 
atau setara kas atu dimiliki untuk diperdagangkan),  
iv. penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang 
dari entitas lain dan bunga dari joint venture(selain 
penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara 
kas atau dimiliki untuk diperdagangkan), 
v. uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain,  
vi. penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan 
pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (SAK ETAP, Bab 
7, paragraf 5).  
c) Aktivitas Pendanaan  
Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 






ii. pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk 
menarik atau menebus saham entitas, 
iii. penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan 
pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya, 
iv. pelunasan pinjaman, 
v. pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo 
kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (SAK 
ETAP, Bab 7, paragraf 6). 
e. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan 
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.Catatan atas laporan 
keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang 
disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak 
memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Struktur dalam 
catatan atas laporan keuangan dijelaskan pada SAK ETAP Bab 8 
paragraf 2, 3, 4. Catatan atas laporan keuangan harus: 
a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakanakuntansi tertentu yang digunakan, 
b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi 
tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan 
c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 
keuangan, tetapi relevan untuk memehami laporan keuangan (SAK 
ETAP, Bab 8, paragraf2). 
 
Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis 
sepanjang hal tersebut praktis.Setiap pos dalam laporan keuangan 
merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. 






a) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai 
dengan SAK ETAP,  
b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan,  
c) informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai 
dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan 
urutan penyajian pos-pos tersebut. 
 
2.1.8 Pengakuan dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP 
Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, 
penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif dari 
Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan (KDPPLK). 
Dasar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah dasar 
akrual, dimana disebutkan pada SAK ETAP Bab 2 paragraf 33 yaitu entitas harus 
menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan 
dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, 
ekuitas, penghasilandan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika 
memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.Pengakuan 
dalam laporan keuangan diantaranya adalah: 
1. Aset  
Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa 
depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya 
yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika 
pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin 
mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai 
alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan 





2. Kewajiban  
Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber 
daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan 
kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan 
andal (SAK ETAP, Bab 2, paragraf 35).  
3. Penghasilan  
Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset 
dan kewajiban.Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat 
ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau 
penurunan kewajiban telah terjadidan dapat diukur secara andal (SAK ETAP, 
Bab 2, paragraf 36). 
4. Beban 
Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan 
kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat 
ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan 
kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (SAK ETAP, Bab 2, 
paragraf 37).  
5. Laba atau Rugi  
Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. 
Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan 
prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan (SAK ETAP, Bab 2, paragraf 
38).SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak 
memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos 






2.2.1  Penelitian Terdahulu 
Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Montero, Lozano, Quiros, 
dan Calderon (2010) 
Standardsfor small and 
medium-sized entities 
IFRS for SMEs tidak 
sesuai untuk SMEs di 
Spanyol, dan lebih 
sesuai 
menggunakanstandar 
domestik mereka sendiri. 
Kebutuhan untuk diskusi 
SMEs dalam Uni Eropa 
sangat 
penting.Konsekuensi dari 
aplikasi IFRS for SMEs 
Eropa harus diperhatikan 
Pembudi (2011) Penerapan Standar 
Akuntansi Keuangan 
Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik pada 
Usaha Sari Apel Arum 
Sari Kota Baru. 
Laporan keuangan 
disajikan sesuai dengan 
SAK ETAP  







dalam laporan keuangan 
perusahaan sudah 
sesuai dengan SAK 
ETAP, namun masih ada 
beberapa pos yang 
seharusnya diakui dan 
tidak diakui oleh 
perusahaan. 
Asham (2013) Penerapan SAK ETAP 
pada UD. MX 
Minat pelaku UMKM 
untuk menerapkan SAK 
ETAP masih minim. Ini 
terbukti dari keengganan 





datang pada sosialisasi 
mengenai penerapan 
SAK ETAP yang 
diselenggarakan IAI. 
Sofiah (2014) Persepsi Pengusaha 
UMKM Keramik Dinoyo 




signifikan dalam persepsi 
UMKM terhadap 
informasi dan standar 
akuntansi keuangan 
entitas keuangan tanpa 
akuntabilitas publik. Hal 
ini menunjukkan bahwa 
responden menganggap 
sangat penting untuk 
memiliki informasi 
akuntansi keuangan dan 
setelah ada sosialisasi 
ada pemahaman yang 
tumbuh untuk memahami 




2.3.1 Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) pengrajin Suteradi Sengkang yang usahanya telah terdaftar di Dinas 

























Penjelasan mengenai model kerangka pemikiran penelitian diatas ialah 
hal mendasar yang pertama pemilihan UMKM apa yang akan dijadikan objek 
penelitian. Setelah ditentukan akan meneliti tentang UMKM pengrajin Sutera di 
Sengkangmaka dilakukan survei lapangan. Selanjutnya penulis mencari tahu 
tentang pengalaman dan pengetahuan akuntansi yang diketahui oleh UMKM 
pengrajin suteradanapakah UMKM pengrajin sutera tersebut sudah menerapkan 
akuntansi dan pembukuan.Apabila UMKM pengrajin sutera sudah membuat 
laporan keuangan, maka akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ataukah 
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Akuntansi  










kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penerapan SAK ETAP pada 

















3.1 Rancangan Penelitian 
 Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan suatu studi deskriptif 
(descriptive study), dan studi fenomonologi (fenomonologystudy). Penelitian 
deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi 
tertentu. Di satu sisi kajian ini berupaya mendeskripsikan suatu fenomena secara 
apa adanya dari perspektif pelakunya. Jadi penelitian ini memotret fakta apa 
adanya, kemudian disajikan sebagai sebuah laporan penelitian yang memakai 
prosedur dan standar keilmuan tertentu sedangkan pengertian studi 
fenomonologi menurut Augustine dan Kristaung (2013) yaitu pencarian data dan 
interpretasi data dari sejumlah informan yang menjadi sumber wawancara yang 
mengalami secara riil tentang fenomena yang sedang diteliti.  
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Kehadiran peneliti dalam hal ini bertindak sebagai pencari dan pengumpul 
data yang kemudian data tersebut dianalisis. Peneliti hadir langsung dalam 
rangka menghimpun data dengan menemui secara lansung pihak-pihak yang 
mungkin bisa memberikan informasi atau data yang dibutuhkan. 
 Kehadiran peneliti dilokasi penelitian sangat menentukan keabsahan dan 
kevalidan data dalam penelitian yang ilmiah, hal ini harus dilaksanakan 
semaksimal mungkin walaupun harus mengorbankan waktu, materi, dan sarana-
sarana lain bahkan peneliti melakukan perpanjangan kehadiran ditempat 






3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 
3.3.1 Tempat Penelitian 
Penelitian akan dilaksanakan pada UMKM pengrajin sutera di 
Sengkang yang terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Sulawesi-Selatan. 
3.3.2 Waktu Penelitian 
Waktu yang direncanakan untuk penelitian ini adalah selama lima 
bulan, yaitu mulai dari bulan February sampai dengan September 2016. 
Pada bulan February dan Maret dilakukan tahap perencanaan penelitian 
yang berupa pengajuan judul penelitian, penyusunan proposal penilitian 
dan perijinan melakukan penelitian baik kepada pihak kampus maupun 
kepada Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi-Selatan.Pelaksanaan 
penelitian dilakukan pada bulan Juni dan Juli berupa survei lokasi, 
pengumpulan data, dan analisis data penelitian.Setelah itu dilakukan 
penyusunan laporan penelitian pada bulan September 2016. 
 
3.4 Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang yang diperoleh 
langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data 
yang sdah tersedia atau data yang sudah melalui pengolahan. Data 
primer dalam penelitian ini diperolah dengan cara wawancara dan data 
sekunder misanya laporan keuangan UMKM. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 





triangulasi, yaitu dengan menggunakan observasi partisipatif,wawancara, dan 
dokumentasi pada UMKM pengrajin Sutera di Sengkang. Observasi 
(pengamatan) partisipatif dilakukan pada lingkungan bisnis dan sosial yang 
terdapat di UMKM-UMKM pengrajin sutera di Sengkang, juga melakukan 
pengamatan terhadap pemilihan cara/prosedur yang digunakan untuk pencatatan 
keuangan. Selain observasi (pengamatan) partisipatif, teknik pengumpulan data 
yang dilakukan adalah interview (wawancara) pemilik UMKM pengrajin sutera, 
dan informan lain yang terkait. Teknik dokumentasi juga dilakukan yaitu berupa 
catatan keuangan yangtelah dibuat UMKM pengrajin sutera, peraturan dan 
kebijakan yang terkait (contohnya adalah standar pencatatan untuk UMKM yaitu 
ETAP), dan dokumentasi kegiatan bisnis pengrajin sutera di Sengkang. 
3.5.1 Teknik Sampling 
Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan 
sampel.Penelitian ini menggunakan teknik non-proBabilitas sampling 
dengan snow-ball sampling. Menurut Arikunto (2006), teknik non-
probabilitas sampling digunakan karena peneliti tidak bermaksud menarik 
generalisasi atas hasil yang diperoleh, tetapi menelusurinya secara 
mendalam. 
3.5.2 Teknik Snow-Ball Sampling 
Menurut Arikunto (2006), teknik snow-ball sampling adalah salah 
satu bagian dari teknik non-probabilitas sampling, dimana yang dimaksud 
snow-ball sampling, yaitu peneliti memilih responden secara berantai. Jika 
pengumpulan data dari responden pertama sudah selesai, maka peneliti 
meminta agar responden pertama memberikan rekomendasi untuk 
responden kedua, lalu responden kedua juga memberikan rekomendasi 





berlangsung terus menerus sampai peneliti memperoleh data yang cukup. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
3.6.1 Analisis Deskriptif Kualitatif  
Teknik yang dipakai dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif menurut 
Indriantoro dan Supomo (2002:26), merupakan penelitian terhadap masalah-
masalah yang berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian ini 
menggunakan deskripsi analisis. Metode analisis untuk mengumpulkan, 
menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memberikan penjelasan 
lengkap mengenai penelitian. Metode ini untuk memaparkan sesuatu dengan cara 
mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang 
saat ini terjadi. Metode analisis deskriptif sesuai dengan hakikatnya adalahdata 
yang telah terkumpul kemudian diseleksi, dikelompokkan, dilakukan pengkajian, 
intepretasi dan disimpulkan. Selanjutnya hasil kesimpulan itu didesripsikan. 
Berdasarkan teori diatas lagkah-langkah analisis data dalam penelitian ini 
sebagai berikut. 
a. Reduksi data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini peneliti akan 
memilah sumber data sehingga tersisa 3 dengan teknik snowball dan 
proBabilitas sampling. Pemilihan 3 subjek penelitian didasarkan pada omset dari 
UMKM sutera yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi-
Selatan. 





Displaydata adalah penyajian data, sehingga data yang diperoleh 
terorganisasikan dan mudah difahami.Dari 3 UMKM terpilih tadi kemudian 
diminta untuk memperlihatkan laporan keuangan yang mereka buat untuk 
dianalisis sesuai tidak nya dengan SAK ETAP (comparative). Selain itu 
dokumentasi berupa wawancara juga diperlukan untuk menjawab beberapa 
pertanyaan terkait dengan kelengkapan laporan keuangan. 
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Telah ditekankan diawal 
bahwa penelitian deskriptif kualitatif tidak bermaksud menarik kesimpulan secara 
general. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan 
menurut masing-masing variabel penelitian, tetapi tidak digunakan untuk 





















Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan teknik 
wawancara dan dokumentasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa : 
1. UMKM pengrajin sutera yang ada di Kota Sengkang Kabupaten Wajo 
sebagian besar belum menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan 
keuangan. 
2. Dari 12 UKMM Sutera terdaftar hanya 1 UMKM yang menerapkan SAK 
ETAP. UMKM sutera lainnya sudah melakukan pencatatan akuntansi 
sederhana namun sebagian besar laporan keuangan yang disajikan tidak 
sesuai dengan SAK ETAP. 
3. Kendala-kendala yangdihadapi dalam penyelenggaraan SAK ETAP 
beranekaragam antara lain rumitnya bahasa yang digunakan dalam SAK 
ETAP, kurangnya tenaga profesional untuk pembuatan laporan keuangan 
berdasarkan SAK ETAP, pihak UMKM ada yang merasa belum 
membutuhkan pencatatan keuangan yang detail dan berdasarkan pedoman 
seperti SAK ETAP serta rumitnya bahasa yang digunakan dalam SAK ETAP 
 
5.2 Keterbatasan 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain 
4. Kesulitan penulis menemui informan karena aktifitas informan yang cukup 
padat. 
5. Hanya sedikit UMKM sutera yang melaporkan usahnya di Dinas Koperasi 






6. Kesulitan peneliti mendapatkan literature mengenai SAK ETAP 
 
5.3 Saran 
1. Perlunya diadakan penyuluhan dan pengenalan SAK ETAP kepada 
penggiat UMKM Sutera di Sengkang. 
2. Perlunya dilakukan pelatihan khusus bagi pihak UMKM agar mampu 
menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP 
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti penerapan SAK 
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